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PUTUSAN

Nomor: 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : GALIH BAGUS PRADANA BIN IBNU;-------------

2. Tempat lahir : Bekasi;

3. Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/ 7 Januari 1996;

4. Jenis kelamin . Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Ngepeh RT 04 RW 03, Kec. Loceret,

Kab. Nganjuk;

7. Agama :Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:--------
1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;-

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018 sampai

dengan tanggal 30 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16

Juni 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai

dengan tanggal 3 Juli 2018;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2018

sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini;-

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:
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- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor:
125/Pid.Sus/2018/PN.NJK, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK, tanggal 4

Juni 2018 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GALIH BAGUS PRADANA BIN IBNU terbukti
secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa memiliki
kewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkan sediaan
farmasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami

Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALIH BAGUS PRADANA
BIN IBNU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua)
bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahan dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- Pil Dobel L sebanyak 818 butir dan 90 butir, 1 IPHON, dirampas
untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 100.000,- dirampas untuk

dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
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Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya
memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-

ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang
pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya semula, demikian pula telah

mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap

pada permohonannya;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:--------===-=-=------

DAKWAAN;

———————— Bahwa ia terdakwa GALIH BAGUS PRADANA Bin IBNU pada hari
Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018
bertempat di Desa. Ngepeh, Kecamatan.Loceret, Kabupaten. Nganjuk atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan, menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ,dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan
yang tidak memenuhi standard an /atau persyaratan keamanan, khasiat atau
kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan
ayat (3), perbuatan mana dilakukan anak antara lain dengan cara sebagai

berikut:

-------- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira
jam 02.00 Wib terdakwa ditelpon melalui Hp oleh sdr. Agung (daftar
pencarian orang) apabila dobel L milik terdakwa stoknya sudah habis
ataupun menipis terdakwa langsung menghubungi sdr. Agung dan memesan
pil dobel L sebanyak 1 lop atau 1000 (seibu) butir dengan harga Rp

750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan
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pil dobel tersebut selanjutnya oleh terdakwa dijual kembali kepada sdr. Leo
Budiman pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib di
rumah terdakwa di Desa.Ngepeh Rt.04 Rw.03 kecamatan. Loceret,
Kabupaten. Nganjuk sebanyak 1 bok isi 90 (Sembilan puluh) butir dengan

dibungkus rokok surya 12 dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);--

———————— Bahwa kemudian Anggota Polisi Polsek Loceret diantaranya saksi
HARI SUGIARTO dan saksi NOVIN HERNANTO bersama team telah
mendapat informasi dari warga masyarakat selanjutnya mengamankan sdr.
Leo Budiman selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan pil
dobel L sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dengan dibungkus rokok surya
12 , setelah diintrogasi sdr. Leo Budiman mengaku mendaptkan pil dobel L
tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap
terdakwa, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke
Kantor Polsek Loceret guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;------------------
-------- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya
Nomor LAB : 3492 / NOF / 2018 tertanggal 17 April 2018 disimpulkan
bahwa barang bukti dengan nomor : 3213 / 2018 / NOF berupa sepuluh
butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto 1,841 gram adalah
benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai
anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi

termasuk Daftar Obat Keras;

-------- Bahwa terdakwa GALIH BAGUS PRADANA Bin IBNU didalam
memiliki, menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras
yaitu tablet warna putih berlogo LL yang biasa disebut pil dobel L tanpa

dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta anak bukan
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tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki

serta mengedarkan obat keras tersebut;

———————— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. HARI SUGIARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut;

bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Nganjuk;------------------
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 10.00
WIB, saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Resort Nganjuk
melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa
Ngepeh RT 04 RW 03, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;-------
- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90 (sembilan puluh)

butir pil double L kepada LEO BUDIMAN;

- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan pil double L

tersebut;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----------------

2. NOVIN HERNANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Nganjuk;------------------
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 10.00
WIB, saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Resort Nganjuk
melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa
Ngepeh RT 04 RW 03, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;-------

- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90 (sembilan puluh)

butir pil double L kepada LEO BUDIMAN;
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- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan pil double L

tersebut;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----------------

3. NOVIN HERNANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Nganjuk;------------------
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 10.00
WIB, saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Resort Nganjuk
melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa
Ngepeh RT 04 RW 03, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;-------

- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90 (sembilan puluh)

butir pil double L kepada LEO BUDIMAN;

- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan pil double L

tersebut;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----------------

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 10.00
WIB, terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Ngepeh RT 04 RW 03,

Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90 (sembilan puluh)
butir pil double L kepada LEO BUDIMAN pada hari Sabtu, tanggal 31

Maret 2018, sekitar pukul 09.00 WIB;

- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan pil double L

tersebut;

Menjimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah

emngajukan barang bukti berupa:

- 908 (sembilan ratus delapan) butir pil double L;-----------------—--
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- 1 (satu) unit IPHONE,

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);---------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 10.00

WIB, terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Ngepeh RT 04 RW 03,

Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90 (sembilan puluh)

butir pil double L kepada LEO BUDIMAN;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan pil double L

tersebut;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No. Lab.: 3492/NOF/2018, tanggal 22 Desember 2018,
terhadap barang bukti No. 3213/2018/NOF, disimpulkan bahwa
barang bukti berupa tablet warna putih logo “LL” adalah benar tablet
dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti
parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi

termasuk Daftar Obat Keras;

- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk

mengedarkan pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa  selanjutnya  Majelis Hakim  akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas,

terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal
196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 adalah:-----------------

1) Setiap orang;
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2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan:;

3) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang
adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak

dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada terdakwa

yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas
terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, terdakwa telah membenarkan
identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari
Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang
yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah

terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam
perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara
umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki’ (willen) dan

“mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki
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terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang

timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi
berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan
obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat
kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 adalah
instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat
yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan
meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada
manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;--------

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar
pukul 10.00 WIB, terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Ngepeh RT 04

RW 03, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90

(sembilan puluh) butir pil double L kepada LEO BUDIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3492/NOF/2018, tanggal 17 April 2018,
terhadap barang bukti No. 3213/2018/NOF, disimpulkan bahwa barang bukti
berupa tablet warna putih logo “LL” adalah benar tablet dengan bahan akiif
trineksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk
narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;--------------

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun

untuk menjual pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sub unsur relevan yang
dapat diterapkan untuk menilai perbuatan tersebut adalah mengedarkan;------
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim
berpendapat terdakwa telah menghendaki (willen) perbuatan mengedarkan

(in casu menjual) sediaan farmasi berupa obat tersebut, yang mana
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terdakwa mengetahui (wetens) akibat perbuatannya dapat mengganggu
kesehatan masyarakat, oleh karena tujuan terdakwa mengedarkan obat

tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan

Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Yanqg tidak memenuhi _standar dan/atau persyaratan keamanan,

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No.

36 Tahun 2009, “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,

berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa
tidak mengetahui kandungan obat yang terdakwa edarkan tersebut dan tidak
mempunyai izin apapun dari pihak pemerintah untuk mengedarkannya dan

tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim seharusnya apabila
terdakwa ingin mengedarkan obat-obatan tersebut wajib mengetahui
kandungan obat-obatannya, sehingga dapat menjamin keamanan dan
khasiat/manfaat obat tersebut, perbuatan terdakwa yang tidak mengetahui
kandungan obat, tentunya tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

keamanan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan

Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu

bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;------
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 908 (sembilan ratus delapan) butir pil double L;--=-----------------

- 1 (satu) unit IPHONE,
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);---------=-----------
Mengenai pil double L. oleh karena merupakan barang yang dapat
membahayakan kesehatan masyarakat dan barang bukti yang lain
merupakan alat melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk
dimusnahkan, sedangkan uang akan dirampas untuk negara;---------------------
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;---------------

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;-----------

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36

Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
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Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa GALIH BAGUIS PRADANA BIN IBNU tersebut
di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN
FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN/ATAU
PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN
DAN MUTU”, sebagaimana dalam dakwaan tunggalnya;-------------------

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)

bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----------

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 908 (sembilan ratus delapan) butir pil double L;

- 1 (satu) unit IPHONE,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus

2018, olen ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua
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PRONGGO JOYONEGARA, S.H., dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H,,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURAHMAN, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh ATIK

JULIATI, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

PRONGGO JOYONEGARA, S.H. ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SURAHMAN, S.H.
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